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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 28 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 80 TAHUN 

2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang   : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek 

belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang 
bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 

perubahan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 
80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;   

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
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Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);                 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5261); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor ); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1832); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada 

Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 

Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 55); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

35. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  8  Tahun  2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1); 

36. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  9  Tahun  2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 170); 

37. Peraturan Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  21  Tahun  

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2018 Nomor 21); 

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2018 

Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2019 

Nomor 14); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun  2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  

2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 terdiri atas : 

1. Pendapatan  
a. Pendapatan Asli Daerah  Rp    414.115.747.429,00  
b. Dana Perimbangan  Rp  1.383.517.058.000,00 

c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp     548.417.715.370,00 
  Jumlah Pendapatan  Rp 2.346.050.510.799,00 

2. Belanja   
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp  1.001.412.417.374,00 

2. Belanja Bunga  Rp                      0,00 
3. Belanja Subsidi Rp                      0,00 
4. Belanja Hibah Rp       51.609.800.000,00 

5. Belanja Bantuan Sosial Rp         3.150.000.000,00 
6. Belanja Bagi Hasil               Rp        20.953.517.880,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp     360.799.431.900,00 
8. Belanja Tidak Terduga Rp        3.500.000.000,00 

Jumlah      Rp  1.441.425.167.154,00 
 

b. Belanja Langsung  
   
1. Belanja Pegawai     Rp      75.368.291.396,00 

2. Belanja Barang dan Jasa  Rp   663.230.780.722,00 
3. Belanja Modal Rp    274.536.039.305,00 

 Jumlah      Rp   1.013.135.111.423,00 
 Jumlah Belanja Daerah Rp 2.454.560.278.577,00 

Defisit  (Rp. 108.509.767.778,00) 
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3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Rp 116.009.767.778,00 

b. Pengeluaran  Rp      7.500.000.000,00(-) 
Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.         108.509.767.778,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00  
 
 

2. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, RSUD 

dr. Soewondo Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal, Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Dinas 

Sosial Kabupaten Kendal, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Kendal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Dinas 
Kependudukan dan Pendatatan Sipil Kabupaten Kendal, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kendal, Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Kendal, Dinas Perindustrian, Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kendal, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan 

Pariwisata Kabupaten Kendal, Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Kendal, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kendal, Dinas Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Sekretariat DPRD 

Kabupaten Kendal, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, 
Kecamatan Pegandon, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Cepiring, 
Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Boja, Kecamatan Patean, 

Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Plantungan, Kecamatan 
Kaliwungu Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kendal, Inspektorat Kabupaten Kendal, Badan 
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, 
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Lampiran III 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

4. Lampiran IIIa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

5. Lampiran IIIb diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 8 Mei 2019 

 

BUPATI KENDAL, 
 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA     

 
Diundangkan di  Kendal           
Pada tanggal 8 Mei 2019  
 

SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN KENDAL, 
 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
                 

          
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 28 
 

 
 


